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PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA
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Rizki Juhan Dr. Anief Wisnu Wardhana.SH.M Hum
Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai benkut :

2.

Bagaimana peran Polres Ogan Ilir dalam menanggulanggi peredaran narkotika
di kota Indralaya.

Faktor — faktor apa saja yang menjadi penghambat anggota kepolisian dalam
menanggulangi peredaran narkortika di kota indralaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahMetode pendekatan

masalah yang bersifat empiris (yuridis sosiologis) seperti mengkaji hukum
posistipnya dalam arti menghimpun, memaparkan, menafsirkan, menganalisi
serta menilai norma — norma hukum positipnya.

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah :

.

I~

Peran polres Ogan Ilir dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota
Indralaya adalah selalu rutin melakukan rahazia narkotika pada masyarakat,
ini dilakukan demi menekan dan mengurangi tindak kejahatan yang
diakibatkan oleh peredaran dan pengunaan narkotika yang terjadi pada
masyarakat kota Indralaya. mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang
bahaya narkotika mulai dari akibat yang ditimbulakan dari pemakaian
narkotika sampai dengan ancaman hukuman yang akan diberikan pada
masyarakat jika melakukan tindak kejahatan seperti melakukan peredaran
maupun menggunakan narkotika.

. Faktor — faktor utama yang menjadi penghambat Anggota Kepolisian dalam

penaggulangan peredaran narkotika di kota Indralaya diakibatkan oleh kurang
petugas kepolisian yang bertugas disatuan reserse kriminal bagian narkotika,
susahnya mencari informasi, jauhnya suatu daerah kejahatan narkotika itu
terjadi dan petugas yang bertugas mencari informasi bila masuk kewilayah
kejahatan narkotika ini mudah untuk dikenali oleh masyarakat maupun
pelakukejahatan itu sendiri serta masih adanya perlindungan dari masyarakat
itu sendiri terhadap pelaku kejahatan narkotika sehingga ruang gerak petugas
kepolisisan ini terbatas dan menemui kendala dalam menanggulagi peredaran
narkotika di kota Indralaya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Narkotika dibutuhkan oleh manusia untuk pengobatan sehingga
untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah
sehinggah diperlukannya suatu produksi narkotika secara terus —
menerus untuk para penderita tersebut. Dalam menimbang Undang —
undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa
narkotika disuatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat
dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan disisi lain pula dapat menimbulkan ketergantungan
yang sangat merugikan apabila disalagunakan atau digunakan tanpa

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila digunakan secara tidak teratur menurut
takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi
yang mengunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan pada
penguna itu sendiri. Artinya kaeniginan yang sangat kuat yang bersifat
psikologis untuk mempergunakan obat itu secara terus menerus atau
dengan kata lain penguna tersebut mengalami ketergantungan pada obat

— pbatan tersebut.



Masalal: penyalahgunaan narkotika ini merupakan masalah yang
perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi
dunia internasional. Memasuki abad ke- 20 perhatian duma internasional
terhadap narkotika semangkin meningkat, salah satunya dapat dilihat
melalut Single Convention on Narcotice Drugs pada tahun 1961.
Masalah ini menjadi begitu penting mengingat narkotika ini adalah suatu
zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila
digunakan tanpa resep dokter. Masalah penyalahgunaan narkotika di
Indonesia sekarang sudah sangat memprihatinkan, hal im1 disebabkan
oleh beberapa hal antara lain Indonesia terletak antara tiga benua dan
perkebangan ilmu teknologi yang semangkin cangih serta akibat
pengaruh globalisasi sehinggah memudahkan masuk dan keluarnya

narkotika dari indonesia.

Masyarakat indonesia maupun masyarakat dunia pada umumnya
sekarang sedang dihadapakan pada keadaan yang mengkhawatirkan
akibat pemakaian secara ilegal bermacam — macam jenis narkotika yang
telah merebak keseluruh lapisan masyarakat, termsuk dikalangan
generasi muda. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan

£ |
berbangsa dan bernegara dimasa mendatang. ’

D Kusno Adi. 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penangulangan Tindak

Pidana Narkotita. Jakarta Hlm.66-67.
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Adapun vang termasuk golongan narkotika adalah candu dan
konponen - konponen yang aktif seperti morphin, heroin. codein. ganja.
cocain. hasish. sabu — sabu. koplo. dan yang sejenisnva. Bahaya
pengunaan narkotika bukan hanya terbatas pada pecandun, melinkan
dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi yaitu ganguan terhadap
tatanan kehidupan masyarakat yang berdampak pada runtuhnya suatu
bangsa, negara, dan dunia. Negara yang tidak bisa menanggulangi
penyalahgunaan peredaran gelap narkotika akan di klaim sebagai sarang
kejahatan, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi citra
suatu negara. Peredaran narkotika yang terjadi indonesia sangat
bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional indonesia untuk
mewujudkan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia
seluruhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang — undang Dasar
1945, meskinpun narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan

sesuai dengan standar pengobatan.

Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang
sangat merugikan perorangan maupun masyarakat bahkan dapat
menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi masyrakat dan nilai — nilai
budaya bangsa yang pada akhirmya dapat melemahkan ketahanan
nasional. Pengendalian, pengawasan, pemberaantasan merupakan cara

penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkotika yang sangat




diperluka oleh aparat pencak hukum maupun pemenntah  vang
bersangkutan karena kejahatan narkotika pada umunya tidak dilakukan
oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama - sama atau
dengan kﬁta lain kejahatan 1ni dilakukan oleh sindikat atau jaringan (
Clandestine ) yang teroganisasi secar rapi, mantap, dan sangat rahasia.
Perkebangan kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangat
serius bagi kehidupan umat manusia, peredaran narkotika masih tetap
marak terjadi, bahkan akhir — akhir in1 kegiatan peredaran maupun
penyalahgunaan narkotika semangkin meningkat dimana tadinya hanya
sebagai daerah transit barang — barang terlarang tersebut tetapi
belakangan ini telah menjadi daerah tujuan operasi peredaran narkotika

oleh jaringan pengedar narkotika Internasional.”’

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika semangkin har
semangkin meningkat, padahal pemerintah telah mengantisipasi dengan
membentuk dan memberlakukan Undang — undang yang bersifat khusus
karena Kitab Undang — undang Pidan ( KUHP ) yang dimiliki tidak bisa
menjangkau kejahatan tersebut karena adanya kelemahan - kelemahan
pada KUHP, sehingga pemerintah melalui badan legislatifnya
membentuk dan mengeluarkan Undang — undang baru yaitu Undang -
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian

Undang — undang Narkotika yang baru ini diharapkan lebih efektif dalam
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mencegah dan memberantas penvalahgunaan narkotika. termasuk untuk
menghindarkan wilayah NKRI dari jaringan transit maupun sasaran dari
peredaran narkotika. Undang - undang narkotika vang baru ini
mempunyal cakupan yang lebih luas baik dari segi norma. ruang lingkup
materi maupun ancaman hukuman yang terberat. Beberapa maten lain
mencakup pengaturan tentang pengolongan narkotika serta peran serta
masyarakat dalam pemusnahan narkotika dan penyerahan narkotika (

Controlled Delivery ).

Beberapa materi dalam Undang — undang Nomor 35 Tahun 2009
ini menujukan adanya upaya — upaya dalam memberikan efek psikologis
kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika.
Telah ditetapkan acaman pidana yang berat, minimum atau maksimum
mengigat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan
peredaran narkotika yang sangat mengancam ketahanan dan keamanan

nasional.

Pemberlakuan Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi aspek — aspek hukum

yang ada pada Undang — Undang Narkotika sebelumnya.”

7 Ibid. Hlm.68-69.

» Andi Hamza, 1997. Sistem Pidana dan Pemidaan Indonesia. PT. Pradya
Paramita. Jakarta. Hlm.56



Presiden telah menetapkan  Keputusan  Presiden  Republik
Indonesia nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
(BNN). Badan Narkotuika Nasional (BNN) 1 dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2002 mempunyai tugas membantu

presiden dalam :

a. Mengkordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan
pemberantasan penyvalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan — satuan tugas
yang terdiri dari unsur — unsur instansi pemerintahan yang terkait

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing — masing.

Guna menc.iptakan kerjasama  dalam  mencegah  dan
pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka di Provinsi maupun di
Kabupaten / Kota pula telah dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota (BNNK).
Badan Narkotika Nasioanal provinsi ditetapkan oleh Gubernur,
sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota ditetapkan oleh
Bupati / Walikota. Kesemuah Undang — undang dan Ketetapan Presiden

Republik Indonesia yang telah dikeluarkan merupakan kekuatan hukum




untuk penangulangan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun

Internasional.

Kendati adanya  scperangkat instrument  hukum  untuk
penangulangan dan pemberantasan penvalahgunaan narkotika, namun
secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah
surut. Penyalahgunaan tersebut diakibatkan situasi politik, ekonomi,
sosial, budaya, dan keamanan di indonesia dari tahun 1998 sampai
dengan tahun 2001. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di
Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan yang
sangat tajam terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005
perkembangan tingkat penyalahgunaan narkotika sudah sangat
memprihatinkan, kalau duhulu pengedar dan pecandu narkoba hanya
berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun Kecamatan atau
bahkan Desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap obat — obatan terlarang itu. Bahkan pesantren pun tidak
lepas dari sasaran peredaran narkotika, kalau duhulu pengedar dan
pecandu narkotika bekisar pada remaja dan keluarga mapan, kini
penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi
maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat / miskin sampai
dengan keluarga konglomerat, dari perkotaan hinga kepedesaan, dan dari

anak — anak muda sampai dengan orang — orang tua.



Dalam laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. angka
kematian akibat penyalagunaan narkotika dan tahun ketahun semanekin
meningkat. Maka tidak heran kalau Presiden Susilo Bainbang
Yudhovono dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa narkotika
adalah musuh nasional, ajakan itu tampaknya bersambut dengan adanya
pengerebekan pabrik narkotika di Tangerang — banten dimana

merupakan pabrik narkotika terbesar ketiga didunia.

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi

dengan judul :

“PERAN POLRES OGAN ILIR DALAM PENANGGULANGAN

PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA INDRALAYA”

. Permasalahan.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menarik

beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut ini :

|. Bagaimanakah peranan Polres Ogan Ilir dalam penanggulangan

peredaran narkotika di Kota Indralaya.?

2. Faktor — faktor apa saja yang menjadi penghambat Anggota

Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kota

Indralaya.?




C.Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Agar pembahasan pada sknipsi ini tidak meluas maka penelitian
it hanya meneliti dan membahas tentang = PERAN POLRES OGAN
ILIR DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI KOTA INDRALAYA™ sehingga memudahkan penulis untuk

membahas dan memecahakan permasalahan yang ada pada skripsi ini.
|. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui dan menjelsakan seberapa besar peran Anggota
Kepolisian dalam menanggulangi penyalagunaan dan peredaran

narkotika di Kota Indralaya.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor — faktor apa saja yang
menjadi penghambat anggota kepolisian dalam menanggulangi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Manfaat Penelitian :

a. Dapat menjadi bahan refrensi, sumber imformasi, dan sumber
pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peredaran dan bahaya

pengunaan Narkotika dan sejenisnya.




b. Penelitian 1n1 memberikan gambaran vang jelas kepada penubis
mengenat seberapa besar peran Aparat penegak hukum dalam
menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kota

Indralaya.

D. Metode Penelitian

R

Jenis Penelitian

Penelitian hukum in1 adalah penelitian hukum empiris yang
mengkaji hukum positipnya, dalam arti menghimpun. memaparkan,
mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-
norma hukum positip yang mengatur tentang Peran Polres Ogan [hir

dalam penanggulangan peredaran narkotika di Kota Indralaya.

. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan yang utama yang dipergunakan dalam penulisan

skripsi in1 di peroleh dari :

a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan

perundang — undangan yang terdiri dari :

]. Kitab Undang — Undang Hukum Pidana.

I~

. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
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b. Bahan hukum skunder berupa buku buku tentang perdaran

narkotika vaitu ** Narkotika dan Pengaruhnva™

¢. Bahan hukum tresicr berupa Ensiklopedia.

. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan Perundang — undangan (statute approach) yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari
semua peraturan perundang — undangan dan regulasi yang berkaitan

dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan
kasus (case approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan
norma — norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum. Terutama mengenai kasus — kasus yang sedang terjadi

didalam masyarakat yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum
bersifat normatik dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan
dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan

Teknologi informasi (internet).




5. Pengoliahan dan anahisis bahan penelitian.

BBahan hukum yang diperoleh, diolah secara content analysis

yang kemudian diolah berdasarkan asas — asas atau Konsep hukum,

dan peraturan perundang-undang yang terkait. Dari analisis tersebut

ditarik kesimpulan secara dedukatif — indukatif yaitu dengan beranjak

dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi

kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang

dibahas dan diuraikan secara sistematis.

E. Sistimatika Penulisan

Rencana penelitian ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BABI:

BABII :

BAB III:

Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan
masalah, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian secara

sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka yang berist paparan tentang permasalahan

yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus
menguraikan pembahasan / analisi sehubungan permasalahan

hukum vyang diangkat secara rninci bagian-bagian dari




pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penehuan

tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

BAB IV : Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat

menjadi kesimpulan dan saran.
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